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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Kementerian Sosial Republik Indonesia 

Menteri Sosial pertama pada masa awal kemerdekaan dipercayakan 

pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang ada waktu itu membawahi kurang 

lebih 30 orang pegawai untuk Bagian Perburuhan dan Bagian Sosial. 

Hampir semua pegawai tersebut kurang/tidak berpengetahuan dan 

berpengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan bidang 

sosial. Pada awalnya kantor Kementerian Sosial berlokasi di Jalan Cemara 

no. 5 Jakarta namun pada waktu Ibu kota Republik Indonesia pindah 

ke Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 1946 kantor Kementerian Sosial 

ikut pindah ke gedung Seminari di Jl. Code Yogyakarta. Kemudian ketika 

pemerintahan Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta, Kantor 

Kementerian Sosial menempati kantor di Jalan Ir.Juanda 36 Jakarta Pusat, 

dan mengalami perpindahan lokasi lagi ke Jalan Salemba Raya 28 Jakarta 

Pusat sampai sekarang.
1
 

 

B. Sejarah Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia 

Menurut Chaniago (1984) mendefinisikan koperasi sebagai suatu 

perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum,yang 

memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk masuk dan 

                                                           
1
 Wikipedia, “Sejarah Kementerian Sosial Republik Indonesia” diakses dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Sosial_Republik_Indonesia,pada tanggal 29 
November 2017 pukul 6.21 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Iwa_Kusumasumantri
https://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Sosial_Republik_Indonesia,pada
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keluar,dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usahanya 

untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.
2
 

Dari definisi koperasi menurut Undang-undang No.25 tahun 1992, 

koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi,dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas 

azas kekeluargaan. Dari definisi koperasi menurut Undang-undang No.25 

tahun 1992, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur yaitu sebagai berikut: 

 Koperasi adalah Badan Usaha 

 Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan-badan hukum 

koperasi 

 Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan 

“prinsip-prinsip koperasi” 

 Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Koperasi Ekonomi Rakyat” 

 Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”.
3
 

 

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional di 

Indonesia. Koperasi merupakan penyangga perekonomian rakyat. Oleh 

sebab itulah Kementerian Sosial Republik Indonesia mendirikan koperasi 

yang diharapkan mampu untuk membantu kesejahteraan para pegawainya. 

                                                           
2
 Sitio, Arifin. Dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi: Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga. 

 
3
 Ibid 
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Maksud dari pendirian Koperasi Pegawai Kementerian Sosial 

Republik Indonesia yaitu agar terjalin silaturahmi dan tolong menolong 

antar pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan tujuan 

pendirian koperasi Pegawai Kementerian Sosial yaitu mensejahterakan 

kehidupan para anggota koperasi melalui unit usaha yang terbentuk.
4
 

Peran Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia 

meliputi: 

a. Meningkatkan kesejahteraan Anggota 

b. Membangun dan mengembangkan potensi dan sumberdaya 

anggota 

c. Memperkokoh perekonomian anggota dan masyarakat 

d. Berusaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi 

e. Pusat informasi bagi anggota 

Koperasi Kementerian Sosial Republik Indonesia secara resmi 

didirikan pada tanggal 28 Agustus 1968 beralamat dijalan Ir.H Juanda 

nomor 8 Jakarta Pusat  dengan badan hukum No. 750/BH/i/12-67    

tanggal 28 Agustus 1968 lengkap dengan AD dan ART.  Berawal dari 

tahun 1968 terdapat tiga jenis usaha yang dilakukan yang  meliputi: 

kegiatan usaha simpan pinjam,toko dan kantin.  

                                                           
4
 Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI. 2013. Profil Koperasi Pegawai Kementerian Sosial 

RI. Jakarta 
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Pada tahun 1987,kantor koperasi pindah ke Jalan Salemba Raya no 

28,Jakarta Pusat yang awal berdirinya semula di Jalan Ir. Juanda no 8,hal 

ini dapat terjadi karena kantor pusat Departemen Sosial pindah. 

Pada tahun 1991,di dalam koperasi tersebut tercatat 2.207 anggota. 

Yang pada simpanan wajib. Selain itu terdapat simpanan pokok dan 

simpanan sukarela. 

Perkembangan berikutnya terjadi pada periode 1992-

1998,pengurus periode ini mengajukan pembaharuan dasar yang 

pergerakannya untuk merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga daidaftarkan pada kantor Wilayah Departemen Koperasi Provinsi 

DKI Jakarta Nomor 750/BH/I/1992,yang pada saat itu panitianya diketuai 

oleh Sjafei Anjasma,SH. Perubahan dilakukan karena kurang 

mencakupnya AD/ART sebelumnya. 

Pada periode 1999-2001,perkembangan yang terjadi 

diantaranya,pada tanggal14 April 1999 Anggaran Dasar diterima oleh 

Departemen Koperasi,Pengusaha Kecil dan Menengah. Perubahan 

AD/ART koperasi dengan dasar hukum Nomor 

008/PAD/KDK.9.1/IV/1999. Pada saat itulah koperasi menambah tiga 

jenis usaha yaitu: uaha rekanan,jasa perjalanan dan foto copy. Koperasi 

memiliki total lima jenis usaha dan lima jenis usaha itulah menjadi panji 

dalam penyelenggaraan koperasi. 
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Periode 2002-2004,terjadi perubahan pengurus yang berdasarkan 

Keputusan Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 31 Juni 2002 dan 

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 63/HUK/2002. 

Pada periode 2006-2008 terjadi kembali perubahansusunan 

pengurus. Pada periode ini pengurus masih menggunakan AD/ART 

periode sebelumnya dan melakukan jenis usaha yang sama dengan periode 

sebelumnya yaitu:simpan pinjam tergabung dalam bantuan menteri 

(Banmen),toko,rekanan dan travel. Ditambah juga pujasera yang dikelola 

oleh Dharma Wanita. Tetapi usaha fotocopy ditiadakan kareana telah 

adanya penyediaan mesin fotocopy  dimasing-masing unit kerja. Pada 

periode ini berjumlahkan anggotanya 1.650 orang. 

Pada periode 2008-2010 perkembangan yang terjadi diantaranya, 

perubahan susunan pengurus,dan pada pertengahan 2010 penyebutan 

Departemen Sosial berubah menjadi Kementerian Sosial,maka koperasi 

juga berganti nama menjadi koperasi pegawai Kementerian Sosial RI. 

Dalam RAT XII Tahun buku 2011,hasilnya perlu penyesuaian Anggaran 

Dasar.  

Kegiatan terutama unit usaha yaitu; Usaha Simpan Pinjam 

(Hasipin) terbagi dua.yaitu: pertama,simpanan yang terdiri dari:simpanan 

pokok,simpanan wajib dan simpanan sukarela,simpanan berjangka. Semua 

simpanan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh 

anggota,perkembangannya,simpanan sukarela dan simpanan berjangka 
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dapat diikuti oleh siapapun. Kedua,pinjaman yang hanya melayani 

anggota. Selain itu toko,rekanan,property dan jasa usaha. 

Periode 2011-2013,terjadi masa penyesuaian,sesuai dengan 

keputusan RAT pada tanggal 24 Februari 2011.  Sejak periode ini 

pengurus terdiri dari pegawai yang masih aktif di Kementerian Sosial RI 

dan sebagian purna karyawan dari Kementerian Sosial RI. Pengembangan 

usaha pun terjadi,menjadi tujuh jenis usaha yaitu;simpan 

pinjam,rekanan,properti,toko,kantin,travel dan shiatsu. Pengembangan ini 

dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi keinginan anggota serta 

memperoleh pendapatan yang lebih baik. 

Periode 2014-2016,periode ini merupakan masa penyesuaian dan 

prihatin bagi koperasi ini.Hal ini dapat dikatan karena penetapan enam 

ruangan berupa:Toko,Travel,Kantin Pujasera lantai 1,Kantin Pujasera 

lantai 2,Pijat Shiatsu,Kantor Koperasi,yang seluruhnya sebesar 

Rp.754.115.399,85,-.Pihak koperasi sangatlah merasa keberatan. Dan pada 

Oktober 2014,berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Nomor 

1181/SJ/10/2014 tentang Penetapan Pungutan Sewa Aset di lingkungan 

Kantor Pusat Kementerian Sosial,uang sewa selama satu tahun menjadi 

Rp.245.371,816,-. Dan adanya penetapan bahwa semua ruangan yang 

selama ini dipakai Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI menjadi 

kewenangan Biro Umum untuk memungut sewanya. Dan akibatnya 

pengurus harus mematuhi isi surat tersebut. Kemudian diikuti dengan 

adanya perjanjian kerjasama Kementerian Sosial RI dengan koperasi 
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pegawai Kementerian Sosial RI,yang memuat perjanjian sewa ruangan dan 

besarnya uang sewa harus dibayaran untuk tiga tahun periode sewa,tahun 

2015-2017. Sehingga dengan begitu,koperasi terpaksa mengurangi jenis 

usaha. Saat ini hanya tiga jenis usaha tetap yang dijalankan yaitu;simpan 

pinjam,took dan jasa. Usaha Jasa saat ini terbagi tiga yaitu; 

Rekanan,Properti dan Rental Mobil.Tiga jenis usaha lainnya 

pengelolaannya diserahkan ke Biro Umum.
5
 

B.Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan 

manajemen untuk mencapai sasarannya. Struktur organisasi adalah 

bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara 

formal. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana 

hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. 

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Khusus tanggal 21 Mei 2014 

telah terpilih dan ditetpakan oleh peserta rapat sesuai dengan 

AD/ART,berikut susunan kepengurusan Koperasi Pegawai Kementerian 

Sosial Republik Indonesia periode 2014 adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
5
 Ibid.  
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Tabel II.1: Struktur Organisasi 
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Pembina  : Seketaris Jendral Kementrian Sosial       

Republik  Indonesia 

Penasehat   : Drs.Helmi Dt.R. Mulya, M.Si 

      Drs. Manggana Lubis, M.Si 

       Ismet Syaefullah, A.Ks.M.Si 

Pengurus   

Ketua Umum  : Drs.Abdul Malik, SH.M.Si 

Ketua I   : Drs. Arief Nahari, M.Si 

Ketua II   : Drs. Achmadi Jayaputra, M.Si 

Sekretaris   : Dra. Annie Martina R 

Bendahara   : Dra. Annie Martina R 

 

Pengawas  

Ketua   : Apriyanita, SH.M.Ak. 

Sekretaris   : Drs.Dadang Iskandar,M.Ak. 

Anggota   : Drs.Osep Mulyani, MM 

 

Kepala Unit Usaha 

Usaha Simpan Pinjam : Hery Prastowo, SE 

Usaha Toko/Konsumen : Solikhatun 

Usaha Jasa   : Dewi Purwanti 
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D. Keanggotaan Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik 

Indonesia 

Anggota merupakan peran penting dalam suatu organisasi koperasi, 

karena koperasi merupakan pelayanan yang ditujukan dari anggota, dikerjakan 

oleh anggota, dan hasilnya akan kembali lagi untuk anggota.  

Syarat menjadi anggota koperasi Pegawai Kementerian Sosial 

Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 

 Warga Negara Indonesia 

 Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang 

besarnya telah ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan 

atau Keputusan Rapat Anggota 

 Menyetujui isi Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga dan 

ketentuan-ketentuaan yang berlaku didalam koperasi 

 Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di wilayah DKI 

Jakarta,Jawa Barat dan Banten 

 Bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian 

Sosial Republik Indonesia. 

Kewajiban anggota Koperasi Pegawai Kementerian Sosial 

Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 

 Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya 

telah ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau 

Keputusan Rapat Anggota 
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Sedangkan hak anggota Koperasi Pegawai Kementerian Sosial 

Republik Indonesia adalah sebagai berikut: 

 Memperoleh pelayanan dari koperasi 

 Menghadiri dan berbicara didalam rapat anggota 

 Memiliki hak suara yang sama 

 Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas kecuali 

anggota luar biasa 

 Mengajukan pendapat,saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan 

koperasi 

 Memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Jumlah keanggotaan Koperasi Pegawai Kementerian Sosial 

Republik Indonesia sampai saat ini terus mengalami perkembangan, hal ini 

dikarenakan bertambahnya pegawai baik pegawai baru ataupun yang dipindah 

tugaskan di instansi Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Anggota Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia 

terdiri dari anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa merupakan 

pegawai yang bekerja di Kementerian Sosial Republik Indonesia, sedangkan 

anggota luar biasa adalah seperti purnakaryawan dari anggota koperasi 

Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jumlah seluruh pegawai 

Kementerian Sosial Republik Indonesia sebanyak 3930 orang
6
. Jumlah 

pegawai kementerian Sosial Republik Indonesia yang menjadi anggota 

koperasi dari tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut 

                                                           
6
 Dasboard kepegawaian,” Jumlah Pegawai Kemensos” diakses dari 

http://kepegawaian.kemsos.go.id/ pada tanggal 29 November 2017 pukul 6.58 WIB. 

http://kepegawaian.kemsos.go.id/
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Tabel II.2 Jumlah Keanggotaan Koperasi Pegawai Kementerian 

Sosial Republik Indonesia 

Jumlah Keanggotaan 

Tahun Jumlah anggota 

2011 1.984 

2012 1.970 

2013 1.907 

2014 1.993 

2015 1.997 

sumber: buku RAT Koperasi Pegawai Kementerian Sosial ke 26 tahun 

2016 

Berdasarkan tabel diatas,dapat diketahui bahwa kurang lebih 1997 

pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi anggota koperasi. 

Jumlah anggota koperasi pada tahun 2015 sebanyak 1.997 anggota dengan 

rincian: Karyawan tetap sebanyak 1.828 orang dan Anggota Luar Biasa 169 

orang. Secara presentase sebanyak 50,81 % karyawan kementerian Sosial 

Republik Indonesia menjadi anggota koperasi. 
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E. Unit Usaha Koperasi 

Terdapat tiga jenis kegiatan usaha di Koperasi Kementerian Sosial 

RI, yaitu : 

1. Unit Simpan Pinjam 

Unit usaha simpan pinjam atau sering di sebut dengan HASIPIN 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan 

menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk 

anggota koperasi dan calon anggota koperasi yang bersangkutan. Tujuan 

unit usaha simpan pinjam di Koperasi Pegawai Kementerian Sosial adalah 

untuk membantu anggota yang membutuhkan dana baik dalam jumlah 

kecil maupun jumlah yang besar. Maksimal besaran pinjaman yang dapat 

langsung dilayani oleh koperasi sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua 

puluh juta rupiah). 

2. Unit Toko 

Unit usaha toko Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI 

menyediakan berbagai kebutuhan antara lain; Sembilan bahan pokok, air 

minum dalam kemasan dan galon, makanan dan minuman ringan, 

kelontong, alat kecantikan wanita,pakaian,alat ibadah,pulsa,alat tulis 

kantor (ATK), dan barang barang elektronik (Seperti; handphone, DVD 

player, televisi, dan lain-lain),kendaraan bermotor serta Sepeda. Unit toko 

beroperasi selama hari kerja senin sampai dengan jumat dan terbuka untuk 
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umum. Penjualan dilakukan secara tunai dan kredit.  Barang-barang yang 

dijual berkualitas serta dengan harga yang relatif murah. 

3. Unit Jasa 

Unit jasa Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI meliputi: 

- Properti atau perumahan 

Usaha ini dikoperasi selama tahun buku 2015,telah memberikan pelayanan 

pinjaman untuk membeli rumah tinggal untuk ditempati sendiri,diwilayah 

Jabodetabek kepada anggota dengan ketentuan lama pinjaman maksimal 

15 tahun dengan jasa 8% per tahun flat. Sampe tanggal 31 Desember 

2015,telah memberikan pinjaman kepada anggota sebesar Rp. 

1.825.000.000 untuk 10 Orang 

- Persewaan 

- Usaha-usaha lainnya 

 

F. Kegiatan Koperasi 

Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Pegawai Kementerian Sosial 

Republik Indonesia cukup beragam. Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi 

Pegawai Kementerian Sosial ini mulai dari kegiatan yang berunsurkan kegiatan 

social hingga kegiatan yang mencari keuntungan untuk kelangsungan Koperasi 

Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia, antara lain: 
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- Voucher Belanja Cuma-Cuma 

Voucher belanja Cuma-Cuma ini dimaksudkan voucher yang 

diperuntukkan bagi masing-masing anggota koperasi Pegawai 

Kementerian Sosial Republik Indonesia setiap menjelang hari raya. 

Vocher ini dibagikan kepada anggota koperasi Pegawai Kementerian 

Sosial untuk ditukarkan di unit toko. Dengan begitu para anggota 

koperasi dapat berbelanja dengan voucher yang telah dibagikan. Nilai 

voucher yang berlaku digolongkan sesuai masa keanggotaannya di 

Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia,yaitu 

diantaranya. 

 Masa keanggotaan diatas 20 tahun dengan nilai Rp. 250.000,-

/lembar 

 Masa keanggotaan diatas 10 sampai dengan 20 tahun dengan 

nilai Rp. 200.000,-/lembar 

 Masa keanggotaan diatas 1 sampai dengan 10 tahun dengan 

nilai Rp. 150.000,-/lembar 

 Masa keanggotaan dibawah 1 tahun dengan nilai Rp. 50.000,-

/lembar. 

- Penyediaan Stand kegiatan Bazar 

Disekitar lahan koperasi dapat diperuntukkan untuk kegiatan 

Bazar. Koperasi menyediakan tempat untuk para pedagang maupun 

perusahaan niaga yang ingin mempromosikan produknya.  
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Bisa disewakan per hari maupun untuk jangka waktu tertentu. Biaya 

sewa lahan untuk Bazar tersebut per hari dikenakan sebesar Rp. 

50.000,- 

 

G. Kerja Sama Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik 

Indonesia 

Unit simpan pinjam Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik 

Indonesia memiliki kerja sama dengan: 

a. Bank Danamon Syariah 

b. Bank Syariah Mandiri 

c. Bank Kesejahteraan Ekonomi 

Ketiga bank diatas bekerja sama dengan koperasi Pegawai 

Kementerian Sosial Republik Indonesia,guna untuk memenuhi kebutuhan 

pinjaman anggota. 

Sedangkan unit Toko Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik 

Indonesia bekerja sama dengan beberapa PT seperti: 

a. PT Coca Cola 

b. PT Sinar Sosro 
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H. Prestasi Koperasi Pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia 

Prestasi dan kesempatan yang pernah diraih oleh Koperasi Pegawai 

Kementerian Sosial RI: 

a. Tahun 2012 Koperasi Pegawai Kementrian Sosial RI terpilih menjadi 

10 koperasi primer terbaik di DKI Jakarta berdasarkan penilaian Pusat 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) di DKI Jakarta. 

b. Mengikuti studi banding ke koperasi lain ; Koperasi Singapura, PKPRI 

Sumatera Utara, PKPRI Kabupaten Garut, PKPRI Kota Surabaya. 

c. Menerima peserta studi banding dari koperasi ; Balai Besar Pendidikan 

dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera, Wiyataguna 

Bandung, Sekretariat MPR DPR, PT Perentjana Djaja, PT Pos 

Indonesia, LPPM Universitas Indonesia dan LPPM Universitas Tri 

Sakti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


